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Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa â€œDiancam dengan pidana penjara paling lama
sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin yang disebutkan
dalam huruf c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa â€œSetiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan
dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan â€˜Uqubat Taâ€™zir cambuk paling banyak 30 (tiga
puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.  Namun
kenyataannya terdapat pelaku yang melakukan perjudian. 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian yang dilakukan di wahana
permainan anak, Alasan kasus tindak pidana perjudian tersebut penanganannya dilimpahkan kepada Mahkamah Syarâ€™iyah dan
upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. 
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara
membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian dimulai dari adanya laporan masyarakat
sehingga dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penanahan, penggeledahan, penuntutan, sidang pengadilan.
Alasan kasus tindak pidana perjudian penanganannya dilimpahkan kepada Mahkamah Syarâ€™iyah karena sesuai dengan surat
keputusan Ketua MA Nomor 070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah
Syar'iyah di Provinsi Aceh, serta upaya yang dilakukan oleh penyidik memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat,
melakukan kontrol atau pengecekan terhadap para pelaku usaha yang memungkinkan usahanya tersebut bisa dilakukan tindak
pidana perjudian. 
Disarankan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi
maraknya perjudian yang terjadi sehingga bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian.
